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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam 

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian persoalan 

kuantita air tanah melalui program kampung ramah air hujan untuk mendukung 

implementasi poin ke-6 SDGs Desa di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu 

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan 

baik, dalam upaya memberikan kemudahan akses terhadap air bersih kepada 

warga masyarakat. Dari hasil realisasi program KRAH yang dilakukan di daerah 

prioritas kekeringan di Pedukuhan Banyumanik, Kalurahan Pacarejo didapatkan 

hasil bahwa 11 IPAH dan 9 Sumur Resapan yang telah terpasang di beberapa 

rumah warga membantu masyarakat desa untuk mendapat air bersih untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang dahulu masyarakat harus 

menghabiskan uang hasil pencaharian mereka untuk membeli air bersih, kini 

masyarakat dapat berhemat dan/atau mengalihkan uang tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya atau untuk membantu kegiatan pertanian warga 

masyarakat. Selain kemudahan terhadap air bersih, persoalan air tanah di 

Kalurahan Pacarejo juga mengalami beberapa perubahan, dan pemulihan 

didorong dengan naiknya air tanah ke permukaan, sehingga memudahkan akses 

warga masyarakat terhadap air, untuk keperluan proses pertanian. Pada tahun 

2022, akan dilakukan beberapa pembangunan Instalasi Pemanen Air Hujan 

(IPAH) di Pedukuhan Banyumanik dan Piyuyon Kalurahan Pacarejo, 
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Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul yang bekerja sama dengan PT. 

Rucika salah satu perusahaan besar yang bergerak pada produksi pipa di 

Indonesia, yang memberi alat berupa pipa, sehingga menambah kemanfaatan 

kepada warga masyarakat Pedukuhan Banyumanik dan Piyuyon, terhadap 

kemudahan akses air bersih. Selain itu pihak-pihak yang terlibat dengan sistem 

kerja “public private patnership”, dari segi pendanaan dan pembuatan alat untuk 

mendukung program KRAH, bersama dengan BPDASHL Serayu Opak Progo, 

Banyumanik Research Center yang berada di bawah naungan PT Lintang Jati 

Kencana, dan juga akan membuat rencana tiga tahun ke depan untuk pematangan 

program kampung ramah air hujan berdasarkan pemetaan lokasi prioritas.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis memberikan saran berupa: 

1. Sebaiknya pemanfaatan air tanah untuk berbagai kepentingan harus 

dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan 

generasi sekarang maupun generasi mendatang. Telah terjadi 

peningkatan berbagai kegiatan pemanfaatan sumberdaya air yang 

bersumber dari air tanah dan daerah sekitarnya yang kurang disertai 

dengan upaya perlindungan/pelestarian daerah imbuhan air penyuplai 

ketersediaan air bagi mata air dan air tanah bersangkutan. Berkaitan 

dengan permasalahan tersebut, upaya perlindungan mata air dan air 

tanah merupakan salah satu upaya untuk pemulihan, menjaga dan 

melindungi kuantitas, penanggulangan persoalan air tanah agar dapat 
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menjaga kualitas dan kontinuitas air di daerah aliran sungai (DAS) 

prioritas, sehingga mendukung program kampung ramah air hujan 

yang dapat dijadikan sebagai solusi pada masa kini dan yang akan 

datang.  

2. Dalam proses perencanaan dan penentuan daerah untuk program 

Kampung Ramah Air Hujan yang direncanakan dalam 3 tahun 

penyusunan program, sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu 

terhadap warga masyarakat lokasi tujuan pembangunan KRAH 

mengenai dampak, proses dan tujuan diadakannya KRAH, serta 

kaitannya dalam pemenuhan poin ke-6 SDGS Desa di Indonesia, 

mengenai desa layak air bersih dan sanitasi. Selain sosialisasi kepada 

warga masyarakat, pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

pambangunan kampung ramah air hujan ini juga dibutuhkan proses 

evaluasi dan monitoring secara berkala di daerah atau lokasi tempat 

KRAH dilakukan, agar sifat pembangunan dan kebermanfaatan 

terhadap warga masyarakat desa sifatnya berkelanjutan dan dapat 

dirasakan oleh Desa di seluruh Indonesia agar terwujudnya 

pemerataan pembangunan, sesuai dengan tujuan yang tercantum 

didalam SDGs Desa 

3. Sebaiknya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan 

Lindung Serayu Opak Progo dibawah Direktorat Jenderal 

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL SOP KLHK) harus 



 

 

67 
 

 

lebih aktif dalam menggerakkan program Gerakan Nasional 

Kemitraan Penyelamatan Air mengingat persoalan air tanah, karena 

ini merupakan persoalan yang sangat berdampak bagi kegiatan 

perekonomian warga masyarakat, khususnya masyarakat desa. 

Kegiatan Kampung Ramah Air Hujan dengan konsep kolaboratif 

menjadi momentum yang baik untuk menyelesaikan persoalan air 

tanah, dan langkah nyata dalam perwujudan SDGs Desa di Indonesia. 

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan pihak-pihak yang 

terlibat dalam program KRAH dalam konsep kerja sama “public 

private partnership”, mengenai kesepakatan yang dibangun, 

keterlibatan dan kemanfaatan atau keuntungan bagi beberapa pihak, 

sehingga kedepannya tidak menjadi penghambat dalam penyusunan 

program KRAH dan pemilihan lokasi, dari segi pendanaan dan waktu 

pelaksanaan, dan pembangunan alat-alat pembantu lainnya. Karena 

hal tersebut berdampak pada jumlah alat untuk menunjang model 

kampung ramah air hujan.  
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